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ABSTRAK

Perkebunan kelapa sawit di Propinsi Riau berkembang sangat pesat yakni tahun 2013 telah mencapai luas  2.372.402 ha dengan
produksi tandan buah segar (TBS) sebanyak 43.065.918 ton.  Luas perkebunann kelapa sawit rakyat mencapai 56%. Jumlah
pabrik kelapa sawit  (PKS) yang beroperasi sebanyak 172 unit dengan kapasitas olah 7.800 ton per jam atau 37.440.000 ton per
tahun. Berdasarkan kondisi tersebut menyababkan semua TBS tidak dapat diolah dalam waktu yang relatif pendek. Kelebihan
pasokan TBS berdampak terhadap nilai tambah yang diterima petani kelapa sawit, karena petani kecenderungan menghadapi
pasar monopsoni. Keutamaan penelitian ini adalah menemukan strategi penataan kelembagaan usahatani kelapa sawit dalam
upaya memacu pertumbuhan melalui pengembangan industri hilir kelapa sawit. Penelitian ini dilakukan dengan metode
perkembangan (Developmental Research). Untuk mendapatkan informasi yang akurat dilakukan dengan metode Rapid Rural
Appraisal (RRA), yaitu suatu pendekatan partisipatif untuk mendapatkan data/informasi dan penilaian (assesment) secara
umum di lapangan dalam waktu yang relatif pendek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelapa sawit telah memberikan
tingkat kesejahteraan yang tinggi di pedesaan. Aktivitas kelapa sawit juga menciptakan multiplier effect ekonomi di pedesaan.
Ke depan dibutuhkan PKS sebanyak 13 unit dengan kapasitas olah 60 ton TBS per jam (jam kerja 600 jam per bulan). Percepatan
pembangunan ekonomi pedesaan dilakukan dengan pengembangan konsep kemitraan dengan pemilik modal. Mitra yang
dibangun adalah PKS yang dapat menampung TBS petani swadaya. Sistem mitra tersebut melibatkan tiga komponen, yaitu:
Petani melalui kelompoktani dan koperasi, perusahaan pengembang (investor), dan Lembaga Penelitian Universitas Riau.
Ketiga komponen ini membangun mitra usaha dalam konsep kebersamaan yaitu agroestate berbasis kelapa sawit.

Kata kunci: agroestate kelapa sawit, kemitraan, kelembagaan

PENDAHULUAN

Perkembangan sektor pertanian sampai saat ini
cukup pesat sekali di Indonesia, terutama subsektor
perkebunan yang dikembangkan di wilayah Sumatera
dan Kalimantan. Khusus di Provinsi Riau, kelapa sawit
merupakan komoditas primadona yang banyak
diusahakan oleh masyarakat maupun badan usaha.
Berdasarkan data Dinas Perkebunan Provinsi Riau
(2013),  perkembangan luas areal perkebunan kelapa
sawit meningkat secara tajam, yakni 966.786 ha pada
tahun 2000 meningkat menjadi  2.372.402 ha pada tahun
2013. Selama periode tahun 2000-2013 tingkat
pertumbuhan rata-rata sebesar 8,08% per tahun,
sementara komoditas perkebunan lainnya seperti karet
dan kelapa justru mengalami penurunan. Perluasan areal
perkebunan diikuti dengan peningkatan produksi berupa
tandan buah segar (TBS). Produksi CPO sebesar
1.792.481 ton pada tahun 2000 meningkat menjadi
8.613.183 ton pada tahun 2013 dengan pertumbuhan
rerata per tahun sebesar 12,83%.

Produksi CPO tersebut didukung oleh pabrik
kelapa sawit (PKS) sebanyak 172 unit dengan kapasitas
olah sebesar 7.800 ton per jam. PKS tersebut tidak
menyebar secara merata, terpusat  di kawasan
perkebunan inti dan plasma. Petani-petani swadaya
dengan lahannya yang menyebar terletak jauh dari PKS
yang ada. Kondisi ini menyebabkan rendahnya mutu TBS
sampai di pabrik yang disebabkan jauhnya jarak antara
kebun dengan PKS.

Usahatani perkebunan kelapa sawit di daerah Riau
berkembang begitu pesatnya, namun sisi lain tidak
diimbangi oleh perkembangan pembangunan industri
pengolah TBS yakni PKS. Kekurangan kapasitas olah
PKS menyebabkan terjadinya penumpukan bahan baku
di lokasi perkebunan. Secara tak langsung harga TBS
ditingkat petani (petani swadaya) sangat ditentukaan
oleh pedagang pengumpul di tingkat desa. Dari sisi lain
petani yang terlibat dengan aktivitas plasma (yang dibina
oleh bapak angkat) mendapat prioritas pengolahan TBS,
karena TBS petani plasma dibeli oleh koperasi yang
dikelola oleh bapak angkat (perusahaan inti).
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Pembangunan perkebunan kelapa sawit bertujuan
untuk menghilangkan kemiskinan dan keterbelakangan
khususnya di daerah pedesaan, di samping itu juga
memperhatikan pemerataan. Pembangunan pertanian
yang berbasis perkebunan dalam arti luas bertujuan untuk
meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat sehingga
terjadi suatu perubahan dalam pola hidup masyarakat di
sekitarnya. Dari sisi lain keberhasilan pembangunan
perkebunan yang berbasis agribisnis kelapa sawit
diharapkan dapat mengurangi ketimpangan pendapatan
antar golongan masyarakat maupun antar daerah.

Menurut Syahza (2008), pembangunan pedesaan
harus dilakukan dengan pendekatan yang sesuai dengan
sifat dan cirinya. Pembangunan pedesaan harus
mengikuti empat upaya besar, satu sama lain saling
berkaitan dan merupakan strategi pokok pembangunan
pedesaan, yaitu: Pertama, memberdayakan ekonomi
masyarakat desa; Kedua, meningkatkan kualitas
sumberdaya manusia pedesaan agar memiliki dasar
yang memadai untuk meningkatkan dan memperkuat
produktivitas dan daya saing; Ketiga, pembangunan
prasarana di pedesaan; dan keempat, membangun
kelembagaan pedesaan baik yang bersifat formal
maupun nonformal. Kelembagaan yang dibutuhkan oleh
pedesaan adalah terciptanya pelayanan yang baik
terutama untuk memacu perekonomian pedesaan seperti
lembaga keuangan. Lebih lanjut menurut Kusnandar et
al (2013), konsekuensi logis dalam melaksanakan
pembangunan pertanian adalah mendorong inovasi
kelembagaan dengan keahlian yang meliputi
pengetahuan pasar, agribisnis dan keuangan pedesaan.

Paradigma pembangunan seharusnya diwarnai
konsep pemberdayaan yang melibatkan pemerintah,
swasta, dan masyarakat, sehingga ketiga pihak memiliki
tanggung jawab yang seimbang dalam mencapai tujuan
pembangunan di segala bidang. Ketiga komponen
tersebut harus bersinergi dalam perencanaan,
pelaksanaan, dan penilaian terhadap hasil-hasil
pembangunan yang dilaksanakan. Pemerintah dan
pemerintah daerah diharapkan mampu
mengkoordinasikan berbagai program atau kegiatan yang
ada, masyarakat diharapkan berpartisipasi aktif, dan
swasta seharusnya berkontribusi secara wajar didalam
pembangunan daerah sebagai implementasi tanggung
jawab sosialnya (Sumaryo, 2011).

Keutamaan penelitian ini adalah menemukan
strategi penataan kelembagaan usahatani kelapa sawit
dalam upaya memacu pertumbuhan melalui
pengembangan industri hilir kelapa sawit. Berbasis
pembangunan perkebunan berkelanjutan. Strategi yang
dimaksud bertujuan untuk menciptakan nilai tambah
ekonomi sehingga upaya percepatan pembangunan

ekonomi masyarakat dapat ditingkatkan dan terjaminnya
keseimbangan pembangunan berkelanjutan.

Hasil temuan ini berguna bagi pelaku agribisnis
dan pemerintah sebagai pengambil keputusan
sehubungan dengan usaha pengembangan perkebunan
kelapa sawit. Diharapkan adanya perbaikan yang
berakibat meningkatkan nilai tambah bagi pelaku
agribisnis kelapa sawit khususnya petani plasma dan
swadaya (masyarakat tempatan) sehingga dapat
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setelah
penelitian ini dilakukan dapat memberikan rumusan
strategis untuk memanfaatkan sumberdaya lokal melalui
pembangunan perkebunan kelapa sawit dan produk
turunannya. Dalam jangka panjang diharapkan
terbentuknya mitra keja antara perguruan tinggi
(lembaga penelitian), investor (pengembang), dan petani
(anggota koperasi mitra) dalam upaya pengembangan
industri hilir kelapa sawit yang dapat menciptakan nilai
tambah lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Dengan
adanya kemitraan ini akan memberikan jaminan pasar
bagi produk perkebunan  yang dihasilkan oleh petani
swadaya di sekitar pembangunan industri penglolah hasil
perkebunan yaitu pabrik minyak kelapa sawit (PMKS).

BAHAN DAN METODE

Penelitian ini dilakukan melalui survey dengan
metode perkembangan (Developmental Research).
Tujuan penelitian perkembangan adalah untuk
menyelidiki pola dan perurutan pertumbuhan atau
perubahan sebagai fungsi waktu.  Lokasi penelitian di
daerah yang berpotensi pengembangan perkebunan
kelapa sawit, baik secara plasma melalui BUMN dan
BUMS maupun secara swadaya oleh masyarakat.
Lokasi penelitian akan dibagi menjadi dua bagian yakni
bagian wilayah daratan dan wilayah pesisir. Wilayah Riau
daratan yakni Kabupaten Kampar, Rokan Hulu, dan
Kuantan Singingi, sedangkan wilayah Riau pesisir yakni
Kabupaten Pelalawan, Siak, Bengkalis, Indragiri Hilir,
Indragiri Hulu, dan Rokan Hilir. Kedua wilayah penelitian
tersebut mempunyai produktifitas berbeda yang
disebabkan perbedaan tingkat kesuburan tanah. Kegiatan
penelitian difokuskan kepada pelaku pengembangan
kelapa sawit, yakni pedagang pengumpul di tingkat desa,
kelompok tani, koperasi, dan perusahaan pengembang.
Informasi juga diperoleh dari pembuat kebijakan baik di
tingkat kabupaten, provinsi maupun tingkat nasional.

Data yang diperlukan adalah data primer dan
sekunder. Data sekunder diperoleh dari instansi terkait
maupun dari perusahaan kelapa sawit. Informasi yang
diperlukan berupa kebijakan oleh pemerintah daerah dan
perusahaan perkebunan. Data primer dilakukan dengan
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menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun
berdasarkan kebutuhan penelitian. Untuk mendapatkan
informasi yang akurat dilakukan dengan metode Rapid
Rural Appraisal (RRA), yaitu suatu pendekatan
partisipatif untuk mendapatkan data/informasi dan
penilaian (assesment) secara umum di lapangan dalam
waktu yang relatif pendek. Dalam metode RRA ini
informasi yang dikumpulkan terbatas pada informasi dan
yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan  penelitian, namun
dilakukan dengan lebih mendalam dengan menelusuri
sumber informasi sehingga didapatkan informasi yang
lengkap tentang sesuatu hal.  Untuk mengurangi
penyimpangan (bias) yang disebabkan oleh unsur
subjektif peneliti maka setiap kali selesai melakukan
interview dengan responden dilakukan analisis
pendahuluan. Kalau ditemui kekeliruan data dari yang
diharapkan karena disebabkan oleh adanya informasi
yang keliru atau salah interpretasi maka dilakukan
konfirmasi terhadap sumber informasi atau dicari
informasi tambahan sehingga didapatkan informasi yang
lebih lengkap.

Untuk mendapat hasil penelitian pemberdayaan
ekonomi daerah melalui penataan kelembagaan dan
pengembangan industri hilir berbasis kelapa sawit, maka
perlu dilakukan beberapa analisis, antara lain: 1) Prediksi
multiplier effect ekonomi dan potensi peningkatan
kesejahteraan masyakat; 2) Potensi pengembangan
industri hilir kelapa sawit; 3) Kesempatan peluang kerja
dan usaha di daerah kajian; 5) Analisis strategi penataan
kelembagaan kelapa sawit; 6) Strategi potensi dampak
lingkungan dan Pembangunan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Perkembangan luas areal perkebunan kelapa
sawit Indonesia meningkat secara tajam, tahun 2000
luas kebun Kelapa sawit 3,2 juta ha dan tahun 2013
meningkat menjadi  13,5 juta ha dengan tingkat
pertumbuhan rerata sebesar 11,71% per tahun. Dari sisi
produksi pada tahun  2000  sebesar  4,1 juta ton  dan
tahun 2013 meningkat menjadi  27 juta  ton. Pertumbuhan

rerata produksi per tahun sebesar 15,6%. Di daerah Riau
perkebunan kelapa sawit berkembang sangat pesatnya
yaitu pada tahun 2000 seluas 966.786 ha  menjadi
2.372.402 ha pada tahun 2013. Luas perkebunann kelapa
sawit rakyat mencapai 56% selebihnya milik perusahaan
swasta dan BUMN.

Perkembangan perkebunan tersebut merupakan
bukti bahwa animo masyarakt terhadap kelapa sawit
sangat tinggi. Komoditi kelapa sawit dari sisi petani
merupakan momoditi yang pasarnya terjamin
dibandingkan kemoditi unggulan lainnya seperti karet dan
kelapa. Perkembangan kelapa sawit dan pabrik
pengolahnya PKS (pabrik kelapa sawit) telah
menciptakan pasar bagi hasil perkebunan kelapa sawit
oleh petani berupa tandan buah segar (TBS).  Kelapa
sawit telah memberikan tingkat kesejahteraan yang
tinggi di pedesaan baik yang terlibat langsung maupun
yang tidak terlibat secara langsung. Usahtatani kelapa
sawit telah memberikan multiplier effect ekonomi di
pedesaan. Pada Tabel 1 disajikan hasil penelitian di Riau
bahwa kelapa sawit memberikan dampak ekonomi
secara posif terhadap ekonomi masyarakat khususnya
di pedesaan. Sejak tahun 2003 indek kesejahteraan
masyarakat pedesaan bernilai positif. Sebagai contoh
periode tahun 2003 (setelah krisis) indek kesejahteraan
masyarakat pedesaan meningkat dibandingkaan tahun
1998 sebesat 1,72 artinya masyarak pedesaan
kesejahteraannya meningkat sebesar 172%. Begitu juga
pada periode berikutnya selalu bernilai positif. Pada tahun
2014 indek kesejahteraan masyarakat pedesaan
meningkat 27% selama periode 2012-2014.
Kesejahteraan yang dirasakan oleh masyarakat pedesaan
merupakan dampak dari usahatani kelapa sawit.

Dari  sisi ekonomi regioanl (wilayah) multiplier
effec ekonomi (ME ekonomi) di pedesan juga
menunjukkan angka yang besar dari 1 yaitu pada tahun
2014 indek ME sebesar 3,43. Artinya setiap infestasi
kelapa sawit periode yang lalu di pedesaan sebesar Rp
1 pada periode berikutnya akan menyebabkan jumlah
uang beredar di pedesaan menjadi Rp 3,43. Dari hasil
penelitian sejak tahun 1995 (Tabel 1) menunjukkan
bahwa kelapa sawit sampai saat ini masih memberikan
kontribusi ekonomi maupun kesejahteraan untuk

Tabel 1. Indek Kesejahteraan dan Dampak Ekonomi  dan Multiplier Effect Ekonomi di Pedesaan

Keterangan 
Tahun 

1995 1998 2003 2006 2009 2012 2014 

Indek Kesejahteraan  0.49 -1.09 1.72 0.18 0.12 0,43 0,27 
Multiplier Effect Ekonomi  - - 4,23 2,48 3,03 3,28 3,43 
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masyarakat Riau, apalagi masyarakat pedesaan. ME
akan menyebabkan jumlah uang beredar di pedesaan
meningkat, selanjutnya akan menimbulkan daya beli
masyarakat dan permintaan terhadap barang juga
meningkat. Sehingga akan menimbulkan mobilitas barang
dan jasa ke atau dari daerah kota desa. Kalau kita
ilustrasikan pada suatu desa terdapat 500 kelapa
keluarga (KK) yang melakukan usatani kelapa sawit
dengan asumsi masing-masing KK punya penghasilan
Rp 4 juta per bulan (luas lahan 2 ha). Maka di desa
tersebut setiap bulan akan beredar uang senilai Rp 2
milyar. Tentu saja tidak semua kebutuhan bisa dipenuhi
di pedesaan, maka mereka juga membelanjakan
uangnya di perkotaan. Meningkatnya jumlah uang
beredar di pedesaan, secara sinergi juga menyebabkan
jumlah uang beredar di suatu wialayah. Sebagai catatan
perlu diketahui, bahwa kesejahteraan tersebut hanya
dinikmati oleh daerah yang mempunyai kelapa sawit,
sedangkan daerah yang tidak melakukan usatani kelapa
sawit masih jauh dari kesejahteraan.

Proyeksi Kebutuhan PKS di Riau. Luas lahan
kelapa sawit di Propinsi Riau pada tahun 2013 sudah
mencapai 2.372.402 ha dengan produksi tandan buah
segar (TBS) sebanyak 43.065.918 ton. Sampai saat ini
jumlah pabrik kelapa sawit (PKS) yang beroperasi
sebanyak 172 unit dengan kapasitas olah 7.800 ton per
jam. Berdasarkan kondisi tersebut menyababkan semua
TBS tidak dapat diolah dalam waktu yang relatif pendek.
Dimana dalam ketentuan untuk menjaga kualitas suatu
buah kelapa sawit seharusnya sudah diolah sebelum 8
jam sejak dipanen.

Jumlah PKS yang terpasang mampu mengolah
TBS sebanyak 37.440.000 ton per tahun. Akibatnya
terjadi kelebihan bahan baku sebanyak  5.625.918  ton
per tahun. Kelebihan ini tetap diolah oleh PKS, karena
itu jam kerja PKS kadang kala bisa mencapai 24 jam
per hari. Dari data yang disajikan pada Tabel 2 terlihat

bahwa di Propinsi Riau masih membutuhkan PKS
sebanyak 13 unit dengan kapasitas olah 60 ton TBS per
jam (jam kerja 600 jam per bulan), sedangkan jika jam
kerja 500 jam per bulan maka diperlukan PKS sebanyak
16 unit dengan kapasitas olah 60 ton per jam. Untuk
lebih jelasnya proyeksi kebutuhan PKS di Propinsi Riau
disajikan pada Tabel 2.

Pembahasan

Sektor pertanian sampai saat ini masih
memberikan kontribusi yang tinggi terhadap
perekonomian pedesaan, karena sebagian besar kegiatan
pertanian masih dilaksanakan secara konvensional. Di
daerah pedesaan dalam pengembangan sektor pertanian
terlihat peran dominan pedagang pengumpul dan bandar
besar (produsen sekunder) sebagai penguasa modal dan
mengatur tataniaga komoditi pertnian. Akibatnya petani
sebagai produsen primer diperkirakan hanya
memperoleh manfaat keuntungan dari kegiatan usahatani
dan tataniaga sekitar 5-15 persen, bahkan sering merugi.
Sementara 15-95 persen manfaat keuntungan diperoleh
oleh produsen sekunder (Kastaman, 2007). Terkait
dengan kondisi sektor pertanian di pedesaan maka
diperlukan penataan kelembagaan yang dapat
menciptakan nilai tambah terutama komodit pertanian
yang berorientasi ekspor seperti kelapa sawit.

Ketertarikan masyarakat terhadap tanaman
kelapa sawit salah satunya adalah keterjaminan pasar
dari produk yang dihasilkan oleh petani. Dari sisi lain
kepastian pasar tersebut menimbulkan keinginan untuk
berusahatani dan tanaman tersebut mampu memberikan
pendapatan yang layak bagi pelakunya. Kelapa sawit
merupakan tanaman primadona masyarakat pedesaan
khususnya di wilayah Kalimantan dan Sumatera. Di
Propinsi Riau perkembangan kelapa sawit cukup pesat.
Hal tersebut sangat beralasan karena beberapa alasan,

Tabel 2.  Indikator Proyeksi PKS di Propinsi Riau

Indikator Kuantitas 
Luas Areal (ha) 2.372.402 
Produksi TBS (ton) 43.065.918 
PKS sudah ada (unit) 172 
Kapasitas PKS (ton/jam) terpasang 7.800 
Kemampuan olah (ton TBS/tahun) 37.440.000 
Kelebihan bahan baku (ton TBS) 5.625.918 
Kekurangan PKS (60 ton TBS/jam)1) 13 
Kekurangan PKS (60 ton TBS/jam)2) 16 

 Keterangan:   1)Jam kerja 500 jam/bulan, 25 hari/bulan, 2)Jam kerja 600 jam/bulan, 25 hari/bulan.
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antara lain: 1) kondisi geografis wilayah Riau sangat
mendukung terutama relatif datar dan tingkat
kemimiringan dibawah 5%; 2) tingginya permintaan
produk turunan kelapa sawit sehingga membuka potensi
pasar komodit hulunya; 3) adanya ketrjaminan pasar bagi
petani kelapa sawit; 4) kelapa sawit mampu memberikan
pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan tanaman
perkebunan lainnya; dan 5) karena daerahnya relatif
datar, maka biaya produksi kebun dapat diminimalkan
sehingga memberikan keuntungan yang lebih tinggi
(Syahza, 2007).

Guna memacu pelaksanaan pembangunan di
daerah pedesaan, diperlukan investasi untuk modal awal
pembangunan. Pelaksanaan pembangunan ekonomi
pada suatu wilayah, investasi merupakan satu bagian
yang penting dari pembangunan tersebut. Terutama
dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Melalui investasi akan tersedia berbagai sarana produksi
yang dapat dioptimalkan dalam menghasilkan otput dan
nilai tambah sehingga meningkatkan pertumbuhan
ekonomi.  Kegiatan investasi secara umum dapat
dilakukan oleh pemerintah dan swasta. Investasi
pemerintah pada umumnya dialokasikan untuk
pembiayaan pembangunan fisik dan nonfisik yang tidak
dapat dibiayaai dan dilaksanakan oleh masyarakat/
swasta. Khusus untuk negara yang sedang berkembang,
kemampuan pemerintah untuk biaya investasi tersebut
sangat terbatas terutama untuk prasarana dan sarana
infrastruktur (Suhendra, 2010). Upaya membangun
kemitraan pada usahatani kelapa sawit peran investasi
swasta sangatlah dominan. Terutama membangun kebun
dengan pola  kemitraan yang selama ini sudah
dilaksanakan.

Dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit
terdapat dua pola pengembangan, yaitu: Pertama, pola
plasma yang dilakukan oleh perusahaan besar
perkebunan baik swasta maupun negara. Pola plasma
ini merupakan pendukung perusahaan inti perkebunan
sebagai pemasok bahan baku berupa tandan buah segar
(TBS). Bagi petani plasma sangat menguntungkan
usahatani kelapa sawit. Hal tersebut sejak awal
pembangunan perkebunan calon pemilik sudah terlibat
dalam usahatani perkebunan kelapa sawit. Mereka
dibina oleh perusahaan inti dan diberikan penyuluhan
teknik berusatani kelapa sawit. Dampak dari ini semua
menyebabkan produktivitas lahan tinggi, kualitas buah
bagus, dan rendeman TBS juga tinggi. Semuanya ini
berdampak kepada harga yang diterima oleh petani
plasma.

Kedua, pola swadaya yang merupakan usahatani
perkebunan kelapa sawit yang dilakukan secara swadaya
oleh petani yang berada disekitar kebun plasma. Cirikhas

petani swadaya adalah selalu kekurangan modal.
Keterbatasan modal tersebut memberikan indikator dari
awal bahwa usahatani belum berjalan optimal. Kondisi
ini terlihat dari pembukaan lahan, pembelian bibit yang
kurang bagus, kondisi jalan produksi kurang memadai,
perawatan kebun kurang terjamin, pemupukan tidak
sesuai atura , sistem panen yang tidak teratur,
kematangan buah tidak terjamin. Semua variabel ini
mempengaruhi harga yang diterima oleh petani swadaya.

Dalam pelaksanaan usahatani perkebunan kelapa
sawit di lapangan, terutama masalah harga  TBS selalu
terjadi kesenjangan. Harga ditingkat plasma lebih tinggi
dibandingkan dengan harga di tingkat swadaya. Antara
kedua pola usahatani tersebut terjadi distorsi harga.
Distorsi harga tersebut juga disebabkan karena petani
plasma menjual TBS melalui koperasi dan langsung ke
perusahaan inti, sedangkan petani swadaya penjualan
TBS melalui toke (pedagang) desa. Bahkan kebun petani
plasma berada pada satu hamparan dan mudah untuk
mencpai PKS, sementara kebun petani swadaya
berpencaran dan jauh dari PKS.

Dari permasahan tersebut penelitian ini membantu
masyarakat petani swadaya dalam upaya meningkatkan
mutu produksi, memperbaiki pengelolaan kebun,
meningkatkan harga jual TBS. Salah satu cara yang
dilakukan adalah membangun mitra usaha dengan
pemilik modal. Mitra yang dibangun adalah pabrik
minyak kelapa sawit (PMKS) yang dapat menampung
TBS petani swadaya. Sistem mitra tersebut melibatkan
tiga komponen, yaitu: Petani melalui kelompoktani dan
koperasi, perusahaan pengembang dalam hal ini investor
(pengembang), dan Lembaga penelitian Universitas
Riau. Ketiga komponen ini membangun mitra usaha
dalam konsep kebersamaan yaitu agroestate kelapa
sawit.

Masing-masing komponen membuat suatu
perjanjian dimana untuk pembangunan PKS lengkap
dengan fasilitasnya sepenuhnya tanggung jawab investor
(pengembang). Petani bertanggung jawab sebagai
pemasok bahan baku kepada PKS dan Lembaga
penelitian berfungsi sebagi pembinaan petani dan
penelitian yang terkait dengan kelapa sawit. Hasil
penelitian akan dapat dimanfaatkan oleh perusahaan dan
petani sekitarnya. Konsep kerjasama dari ketiga
komponen tersebut tertuang dalam nota kesepahaman
(terlampir). Sebagai gambaran bentuk mitra kerja ketiga
pelaku pengembangan usahatani perkebunan kelapa
sawit dan produk turunannya disajikan pada Gambar 1.

Dalam membangun kemitraan berbasis kelapa
sawit, Lembanga Penelitian berperan sebagai pelaksana
tridarma perguruan tinggi, yaitu: pelaksanaan pendidikan
dan pengajaran kepada masyarakat yang terlibat maupun
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masyarakat sekitarnya, melakukan penelitian terhadap
komoditi kelapa sawit dari hulu ke hilir yang hasilnya
dapat dimanfaatkan oleh pelaku bisnis dan masyarakat
petani, pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk
pembinaan karakter petani. Khusus untuk penelitian,
Lembaga Penelitian Universitas Riau akan melibatkan
peneliti-peneliti yang terkait dengan pengembangan
kelapa sawit baik dari sisi teknologi, inovasi produk, dan
sosial ekonomi masyarakat.

Bentuk kerjasama yang dirancang antara
investor, lembaga penelitian Universitas Riau, dan
kelompok tani (melalui koperasi) akan saling
menuntungkan. Keuntungan tersebut antara lain: 1) bagi
perusahaan akan adanya jaminan bahan baku yang
dipasok oleh koperasi; 2) bagi koperasi akan
mendapatkan keuntungan dari sisi harga, jarak tempuh
kebun dengan PKS, kualitas rendemen dapat meningkat.
3) Bagi Lembaga penelitian Universitas Riau akan
mendapat kemudahan untuk melakukan penelitian yang

terkait dengan kelapa sawit baik kehulu maupun kehilir.
Peneliti-peneliti akan dapat mengembangkan ilmunya
melalui inovasi-inovasi hasil penelitian. Disamping itu
juga kegiatan pengabdian pada masyarakat dalam bentuk
pembinaan masyarakat petani.

Yang tak kalah pentingnya adalak koperasi
memperoleh fee buah setiap kg pasokan ke PKS. Untuk
kapasitas olah PKS 60 ton/jam diprediksi pengolahan
TBS setiap bulannya sebanyak 24.000-30.000 ton
perbulan. Dengan demikian fee yang diterima olek
koperasi setiap bulannya berkisar Rp350.000.000-
Rp450.000.000. Keuntungan tersebut merupakan bentuk
keuntungan usaha jasa sebagai penjamin pasokan TBS
ke PKS yang bermitra. Pada akhir tahun sisa hasil uaha
(SHU) koperasi diprediksi sebesar Rp 4 sampai Rp 5
milyar.

Kedepan mitra usaha yang dibangun bersama
perguruan tinggi yakni Universitas Riau dalam penataan
kelembagaan dan pengembangan industri hilir produk

Gambar 1. Bentuk Kemitraan Usahatani Kelapa Sawit dan Pengembangan Produk Turunannya
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turunan kelapa sawit di pedesaan disajikan pada Gambar
2. Pada gambar tersebut terlihat bentuk mitra kerja yang
salaing terkait. Lembaga penelitian Universitas Riau
melakukan pengabdian dan pembinaan usahatani kelapa
sawit kepada petani melalui kelompok-kelompok tani
dibawah naungan koperasi mitra (Badan Pengelola).
Bentuk pengabdian tersebut berupa pembinaan,
pemeliharaan kebun, peningkatan kualitas sumberdaya
manusia petani dan keluarga petani, pembinaan dan
bimbingan pengembanan usaha sampingan, pembinaan
strategi menjalin kerjasama dengan mitra.

Dari sisi lain Lembaga Penelitian Universitas
Riau melakukan kajian dan pengembangan berupa
inovasi baik dari CPO yang dihasilkan oleh PKS (dalam
hal ini pengembang) maupun teknik pengolahan limbah
yang bernilai ekonomi. Penelitian ini didukung oleh
perusahaan mitra. Peluang ini dapat dimanfaatkan oleh
peneliti-peneliti Universitas Riau yang terkait dengan
pengembangan kelapa sawit dan produk turunannya ke
depan.

Perusahaan mitra yakni investor berkewajiban
menerima TBS anggota koperasi mitra (Badan
Pengelola), dari sisi lain sebagai pemasok buah atau TBS
ke PKS sepenuhnya tanggung jawab koperasi mitra.
Karena itu pihak perusahaan juga dituntut untuk
membina pengurus koperasi dan anggotanya dalam
upaya menjaga kualitas TBS. Perusahaan secara rutin

Gambar 2. Target Mitrausaha Kelapa Sawit di Pedesaan

membina petani bagai mana teknik mempertahankan
dan meningkatkan kandungan rendemen minyak kelapa
sawit. Dari sisi lain hasil penelitian yang dilakukan oleh
Universitas Riau yang bernilai ekonomi dipasarkan oleh
perusahaan baik berupa pemanfaatan limbah maupun
produk turunan lainnya. Apabila hal tersebut dapat
berjalan secara lancar dan saling menguntungkan, maka
dalam jangka panjang akan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat di pedesaan, khususnya masyarakat kelapa
sawit. Bentuk keterkaitan dan kerjasama antara tiga
pelaku agribisnis kelapa sawit disajikan pada Gambar
2.

SIMPULAN

Perkembangan perkebunan tersebut merupakan
bukti bahwa animo masyarakt terhadap kelapa sawit
sangat tinggi.  Komoditi kelapa sawit dari sisi petani
merupakan momoditi yang pasarnya terjamin
dibandingkan kemoditi unggulan lainnya seperti karet dan
kelapa. Pembangunan PKS (pabrik kelapa sawit) telah
menciptakan pasar bagi hasil perkebunan kelapa sawit
berupa tandan buah segar (TBS).  Usahatani kelapa
sawit telah memberikan tingkat kesejahteraan yang
tinggi di pedesaan baik yang terlibat langsung maupun
yang tidak terlibat secara langsung. Usahtatani kelapa
sawit telah memberikan multiplier effect ekonomi di
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pedesaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
pedesaan.

Percepatan pembangunan ekonomi pedesaan
berbasis kelapa sawit seharusnya dilakukan dengan
konsep agroestate berbasis kelapa sawit (ABK). Konsep
ABK merupakan keterlitan antara investor sebagai
pemasok modal, petani melalui koperasi sebagai
pemasok bahan baku, perguruan tinggi melalui lembaga
penelitian untuk pengembangan inovasi berupa penelitian
dan pembinaan petani. Peran lembaga penelitian juga
sebagai perantara antara  masyarakat dengan
perusahaan pengembang terutama terkait dengan konflik
sosial dan penerapan Corporate Social Responsibility
(CSR).

SANWACANA

Penelitian Prioritas Nasional Masterplan
Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi
Indonesia 2011-2025 (PENPRINAS MP3EI 2011-2025)
ini didanai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementrian Pendidikan Nasional tahun anggaran 2014.
Penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada
Direktorat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat
melalui Lembaga Penelitian Universitas Riau yang telah
memberikan kesempatan dan menyediakan dana untuk
Penelitian MP3EI. Semoga hasil kerja ini bermanfaat
bagi perkembangan ilmu dan kemajuan dunia pendidikan
di Indonesia.
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